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ABSTRAK

Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia selama ini belum pernah ada
satu pun kasus yang dijatuhi sanksi pidana mati. Keberadaan sanksi pidana yang
tegas dan keras memiliki peran yang sangat penting dalam proses pemberantasan
korupsi. Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi atau yang
disebut UU PTPK memberikan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana
korupsi yaitu di Pasal 2 ayat (2) UU PTPK, Namun hingga detik ini dalam
pelaksanaanya belum pernah ada satu pun putusan pengadilan di Indonesia yang
berani menggunakan pasal ini, oleh karena hal ini tentu saja menjadikan dilemma
bagi masyarakat luas khususnya para akademisi hukum untuk melakukan kajian
yang lebih mendalam. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan
pendekatan permasalahannya dengan perundang-undangan dan konseptual. Dari
pembahasan didapat hasil sebagai berikut: unsur-unsur yang terdapat di rumusan
Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, ternyata masalah terpentingnya dalam penerapan pasal
ini adalah penafsiran frasa “dalam keadaan tertentu”. Pada penjelasan disebutkan
yang dimaksud dalam keadaan tertentu dalam pasal tersebut adalah keadaan yang
dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi,
apabila tindak pidana itu dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi
penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat
kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, serta
pengulangan tindak pidana korupsi. Untuk menjatuhkan sanksi pidana mati
tidaklah mudah karena masih ada perdebatan karena tidak semua masyarakat
sepakat dengan sanksi terberat ini, mereka berdalih bahwa penjatuhan sanksi
pidana mati dianggap melanggar hak-hak kemanusian. Meskipun hak hidup telah
dijamin oleh konstitusi, namun konstitusi Indonesia tidaklah menganut asas
kemutlakan HAM, hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 28 J ayat (2) UUD
1945 sebagai pasal penutup bab tentang HAM.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Sanksi Pidana Mati, HAM



ABSTRACT

Eradication of criminal acts of corruption in Indonesia has never been one case
sentenced to death. The existence of strict criminal sanctions has a significant
role in the process of eradicating corruption. In Law No. 31, 1999 in conjunction
with the Law No. 20, 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes or
the so-called PTPK Law provides capital punishment for the perpetrators of
corruption, namely in Article 2 section (2) of the PTPK Law, but up to seconds in
its implementation, there has never been a single court decision in Indonesia that
carries out this article, in which resulting dilemma for the society, especially legal
academics, to conduct a more in-depth study. This research is a normative legal
research in which the approach is problem with legislation and conceptual. All in
all, the results from the discussion in this research showed that the elements
contained in the formulation of Article 2 section (1) of the PTPK Law, turns out
that the most important problem in applying this article is the interpretation of the
phrase "under certain circumstances”. As mentioned, what is meant in certain
circumstances in the article is a situation that can be used as a reason for
criminal offenses for perpetrators of criminal acts of corruption, such as if the
crime is committed against funds intended for mitigation of hazards, national
natural disasters, countermeasures due to social unrest expanding, overcoming
economic and monetary crises, and repeating corruption. To impose capital
punishment sanctions is not easy since there is still debate as not all people agree
with these heavy sanctions, for people argue that the imposition of capital
punishment is considered to violate human rights. Although the right to life has
been guaranteed by the constitution, however Indonesian constitution does not
adhere to the principle of absolute human rights, in which can be seen from the
provisions of Article 28 J section (2) of the 1945 Constitution as the closing
article of the chapter on human rights. The imposition of capital punishment for
perpetrators of corruption that have been hindered by human rights issues,
especially the right to life, could be upheld.

Keywords: Criminal Acts of Corruption, Death Penalty Sanctions, Human Rights
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